
BUPATI SAMBAS 

BUPATTI SAMBAS 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR A8 TAHUN 20I5 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SAMBAS, 

Menimbang a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa tela.h ditetaplan 
dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahan 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des.a; 

b. bahwa untuk meningkatkan tat.a kelola pengelolaan 
keuangan Desa secara efektif dan efisien perhu 
pengaturan kembali mengena Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa, 

e. bahwa berdasaka pertimbangan sebagairana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetaplan 
Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Atas 
peraturan Bupati Sambas Nomor 13 1hun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 

Mengingat I. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undlag Undang Darurat Noror 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Tahun I953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 1820 

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 495; 

3. Undang-Undang Noor 23 Tun 2014 tentang 
Pererintaha Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Noor 244, fambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Noor 9 Thun 2015 entang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 tentang 
Pererintahan Daerah [Lembaran Neg#ura Re publik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



4. Persaturan Pererintah Noror 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tamnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pererintah Noror 47 Thu 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pererintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahan 2015 Nomor 157 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5717]; 

5. Peraturan Pererintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thrun 2014 Noror 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 5558 scbagaima.na 
telah diubah dengan Peraturan Pererintah Noor 22 
Tahu 2015 tentang peeubahan atas peraturan 
Pererintah Noor 60 Tahun 2014 tentang Dana Des.a 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Noror 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Notor 5694 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 113 Tahu 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Des.a (Berite Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Keuagan Nomor 93/PMK.07/2015 
tentang Tata Cara Pergalokasian, Penyaluran, 
engnaan, Peat.aran dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik ndos ia Tahu 201S Nomor 
684) 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Dess (Lembaran Daera.h Kabupaten 
Sambas Tahu 2009 Nomor ; 

9. Peraturan Daerah Kabupeaten Sambas Nomor 1 faun 
2009 tentacng Des.a (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2009 Nomor 1; 

10. Peraturan Bupati Kabupaten Sambas iomor 13 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tun 2015 
Nomor 13, 

MEMUTU'SKAN 

Menetapkan · PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR I3 TAHUN 20IS TENTAN 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samnbas Nomor 13 Tahu 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daera.h Kabupaten 
Sambas Tahun 2015 Nomor 13 ) diubah sebagai berikut 



I. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga bunyi scbagai berikut. 

Pasal 36 

(I)Penyaluran Dana dilakula secara bertahap pada tahun berjalan 
dengan ketentuan 
a. Tahapl paling lambent peda bulac April sebesar 40% (empat puhuh 

perseratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa kecuali dana 
Bantuan Keuangan dai Provinsi Kalimantan Barat disalurkan 
seluruhnya yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentua yang 
berlaku; 

b. Tahap ll paling lambat bulan Agustus sebeser 40% (empat puhuh 
perseratus] dari jumlah keseluruhan belanja desa; 

e. Tahap Ill paling larbat bula Oktober sebesar 20% (dua puluh 
perseratus dari jurlah keseluruhan belanja desa 

(2] Penyaluran Dana sebagairman.a diraksud pada ayat (I) dilakeukan 
dengan cara merindahbukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening 
Kas Desa. 

(34 Penyaluran Dana sebagairaca diraksud pada aryat (I) huruf a,b dan c 
kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tergantung pada 
ketensediaan dana Pererintah Daerah. 

(4) Pencairan tahap berikutnya dapat dibayark.an apabila realisasi 
keuangan minimal 70% dauri dara yang diterima tahap sebelumnya 

(5 Utuk Penyaluran Dana Ta.hap I scbagaiman.a diraksud pada ayat (I) 
hurufa, Desa menyiaplan persyarat.an sebagai berikut 

a. Perdes RPJMDes dan/ atau Perdes Perubaha RPJMDes; 
b. perdes RKPDes dan/atau Perdes Perubaha RKPDes; 

e. perdes APBDes tahun berjalan; 
d. Keputusan epala Desa tentang Rekening Kas Dess, apabila 

terdapat perubahan; dan 

e. Fotocopy halaman depan bukeu rekerning, apabila terda pat 
perubaban 

(6) Penyaluran daa tahap II da Ill sebagaimana dirak sud pada ayat (l) 
huruf bdan c, Desa menyiapkan persyaratan sebagai berikcut 
a. Surat Peryatacan Ta.nggung Jawa. Mulake bermaterai cukup yang 

ditandatagaani oleh Kepala Desa sebagaimana tencantuam dalam 
Larhpiran I Peraturan Bupati ini, 

b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Des8 Semester Pertama untuk 
penyaluran Taha.p I III, 

c. Lapora Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertacma utu.ke 
penyaluran Tahap I/ III; 

d. Fotocopy Lapora Pertanggungiawaban APB Dea lengkap; 
e. Fotocopy Bulku Rekening dengan mencantum.kan saldo tera.khir, 
f. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (apabila terdapat 

perubahan) dalam bentuke hardcopy maupun softcopy format 
microsoft excel] 



(7]Persyarata sebagaimana dimake.sud pada ayat (6) huruf f arus 
disampaikan kepada Kepala BPMPD, Kpala Bagan Hukum dan 
Perundang-Undangan Sekretariat Daera.h, Kepala Bagian 
Kemasyarakata Sekretariat Daera.h da Kepala Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah 

(8 Persyaratan sebagairman.a pad.a aryat (5) dan (6 harus disarpeaikan 
kepada Camat unuk mendapatkan surat Pengantar yang akaun 
diteruskan kepada Kepala BPMPD 

(9] Pengusula Pencairan Dana Tahap I diajukan oleh Kepala BPMPD 
kepada Sekretaris Daerah selaku ppp dengan melampirkan 
persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf ddan 
hurufe. 

(IO Pengusulan Percairan Dana Ta.hap Il/Ill diajukan oleh Kcpala BMD 
kepada Sekretaris Daerah selaku PPKD dengan melengkapi persyaratan 
sec bagaiman.a dimaksud pada pada ayat (6) huruf b dan huruf c. 

(ll)Penyaluran Bagi Has Pajak Daera.h dan Retibusi Daerah disalurkan 
dalam dua ta.hap dan dapat diajukan bersamaan dengan Penyaluran 
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

(l2] Penwaluran Bantuan Keuangan dai Pererintah Provinsi Kalimantan 
Barat disalurkan dalam satu tahap dan dapat diajukan bersaraan 
dengan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

(13) Mekanisme pengajuan dan pencairan dana sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati l4 

2. Ketentuan Pasal 41 diubah schingga bunyi sebagai berikut 

Pasal 4l 

(l)Kades menyampaikan laporan realisasi pelakes.anaan APBDea kepada 
Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Carat berupa 
a. laporan semester pertara, da 

b. laporan semester akhir tahun 

(2Laporan semester pertara sebagairmana dirakesud pada ayat (I) huruf a 
berupa 
a. laporan realisasi pelaksanaan AP'BDes Semester Pertama; 
b. laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama 

(3)Lapora.n semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
hurufb berupa 

a. laporan realisasi pelaksanaa APDes Semester Akhir tun; 
b. laporan realisasi Pengguna.an Dana Desa Semester Akhir Tahu 

(4)Laporan semester pertama sebagaura.na dimaksud pada aryat (2 
disapaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

(5) Laporan semester akhir tahun sebagairman.a dirak.sud pada ayat (3) 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari ta.huan berikutnya 

(6] Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tercan tum Laro para 
Ill Peraturun Bupati ini 



Pasal Il 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglean 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarm Derita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada targgal 19 November 2015 

BUPATI SAMBAS, 

JULIAR'TT DUJUHARDI ALWI 

Diurdangkan di Sambas 
pada tan@gad 19 November 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20LS NOMOR 48 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGHAN HUKUM 
DAN PERUNDANG-UND 

Pembina (IV/a) 
NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMP[RAN IPERATURAN BUPATT SAMBA9 
NOMOR 48 TAHUN 2015 
TANGGAL 19 NOVEMBER 2015 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERA TURAN 

BUPATI NOMOR I3 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DES4 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLA 

KOP NASKAH DINAS 

DES.A 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MU'TLA 

L. LAPORAN REALISASI PELAK'SANAAN APB DE.SA SEMESTER PER'TAMA 
2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER PETA4A 
3. OTOCOP LAPORAN PER'TANGGUNJAWABAN APB DESA 
4. POTOCOPY BUKU REKENING DENGAN MENCANTU'MKAN SALDO TERAke 
5. PEAT'URAN DESA TENTANG PERU'BAHAN APB DESA (pc.bilaterdapetperubah4 

adalah benae dan tel.ah diukug derngas bu.lei-buketi pertarn.garwa.bean yang lenglap a 
a.hes enganetent.on yang berla 

Apa.bi tend.pate.eel a pen.yap bee oleo.ii,eib 

temped, tang-al bula ta bu 

BUPATT SAMBAS, 

1TD 

JULIAR TI DJUHARDI AL WI 

BAGAN HUKUM 
NDANG-UNDNAN 

MARIANS, SN, MH 
Pembina (IV/al 

NIP, 19640112 200003 I 00.3 
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LAMPARAN III PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 48 TAHUN 2015 
TANGOAL I9 NOVEMBER 20IS 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERAT'URAN BUPATT NOMOR 13 

TAHUN 20IS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENOGUNAAN DANA DE.SA 

LAPORA.N REALI'SAS PENG-GU'NAAN DANA DE.SA 
SEMESTER ...4UN ANOGA#AN 

8AMATA ooo 

ABU'PATEN/OTA 
fag De �. -- 

JU.LAH JU'MLAH 
URALAN, pNEIMAAN peNGLUARAN 9s 

V 
0Ru h Rupiah Rupiah 

' • • • 
l END4P4TAN 

aw be, 

• TAHA pERTAMA 

TAHA EDUA 

HAP GA 

2 BE.LANA 

id en - egiata - -- 
dt - - - 

bid. - eon .. --·-·- 
de - . - - - - , 

' Me hat t ' • eat. ···-····-··-·--· • . ··-·--··-- 
ha.gee..0 
egiat - ·-- .. 
de ... ·- - - 

4t4LAH �. ·- 

- -··----1 

BUPATT SAMBAS, 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 

Derga Ashy.a 
HUKL' DANG-UNDANGAN 

0v/al 
NIP 19640112 20000.3 1 00.3 


